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a. penyelenggaraan pendidikan;
b. penyelenggaraan penelitian;
penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
dan
d. pengelolaan manajemen.
Biaya dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b merupakan bantuan biaya untuk dosen
NonPNS yang digunakan untuk:
a. gaji dan tunjangan;
b. tunjangan jabatan akademik;
c. tunjangan profesi;
d. tunjangan kehormatan;
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(2) Besaran biaya operasional PTN Badan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
diberikan berdasarkan:

a. perhitungan standar
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Pasal 11

(1) Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari
selain anggaran pendapatan dan belanja negara



T Q - o

kolekte;
dana punia;
sumbangan individu dan/atau perusahaan;

.
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(4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri menyetujui besaran
usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan
Hukum untuk diajukan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(5) Pengajuan besaran usulan alokasi Bantuan
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Kkinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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mekanisme Pendanaan pada PTN Badan Hukum diatur dengan
Peraturan Pemerintah, dan untuk melaksanakan amanat tersebut
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Hukum dapat memberikan layanan pendidikan tinggi yang bermutu
tetapi terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut,



Ayat (3)
<DQJ GLPDNVXG GHQJDQ "WHQDJD NHSHQGLGLNDQ QRQ316y
adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh
pemimpin PTN Badan Hukum.

Ayat (4)
Biaya untuk sarana dan prasarana penyelenggaraan
tridharma perguruan












